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Pendahuluan

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu tantangan utama dalam
pembangunan ekonomi Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi
nasional selama dua dekade terakhir menunjukkan tren positif, distribusi
hasil pembangunan belum merata di seluruh lapisan masyarakat.
Fenomena ini tercermin dari rasio Gini yang masih bertahan di kisaran
0,38-0,40, menandakan adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara
kelompok berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah. Dalam
konteks makroekonomi, ketimpangan pendapatan bukan hanya masalah
keadilan sosial, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi
jangka panjang melalui lemahnya daya beli masyarakat, ketimpangan
akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya produktivitas
tenaga kerja.
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Artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana kebijakan ekonomi
makro—yang meliputi kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan
ketenagakerjaan—dapat diarahkan untuk mengurangi ketimpangan
pendapatan di Indonesia. Analisis ini menekankan sinergi antara
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, serta peran pemerintah dalam
menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Bab I. Ketimpangan Pendapatan: Konsep dan Dinamika di Indonesia
1.1. Konsep Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merujuk pada perbedaan tingkat pendapatan
antarindividu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Dalam analisis
ekonomi, ukuran yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan
adalah Koefisien Gini, di mana nilai 0 menandakan pemerataan
sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Selain itu,
indikator seperti Theil Index dan Rasio Palma juga digunakan untuk
melengkapi gambaran distribusi pendapatan.

Ketimpangan pendapatan dapat bersumber dari berbagai faktor:

« Perbedaan kepemilikan faktor produksi (tanah, modal, pendidikan,
dan keterampilan).

« Perbedaan akses terhadap peluang ekonomi.
« Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

« Struktur ekonomi yang terlalu berorientasi pada sektor padat
modal.

1.2. Kondisi Ketimpangan di Indonesia

Sejak reformasi ekonomi tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan
signifikan dalam struktur ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang rata-
rata mencapai 5-6% per tahun belum diikuti dengan pemerataan
kesejahteraan. Data BPS (2024) menunjukkan bahwa:
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. Rasio Gini nasional berada di angka 0,388.

. Pendapatan 20% penduduk terkaya mencapai lebih dari 45% total
pendapatan nasional.

« Sementara 40% penduduk terbawah hanya menikmati sekitar 17%
dari total pendapatan nasional.

Ketimpangan ini juga terlihat secara geografis, di mana Jawa dan
sebagian Sumatera menyumbang lebih dari 70% PDB nasional,
sedangkan wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara, Maluku, dan
Papua masih tertinggal. Urbanisasi yang cepat juga memperlebar
kesenjangan antara kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung
dengan daerah pedesaan yang masih bergantung pada sektor pertanian
tradisional.

1.3. Determinan Ketimpangan di Indonesia

Beberapa faktor makroekonomi yang memperdalam ketimpangan
pendapatan antara lain:

1. Struktur Ekonomi Dualistik — perbedaan tajam antara sektor
modern (padat modal dan produktif) dengan sektor tradisional
(padat karya dan rendah produktivitas).

2. Ketimpangan Pendidikan dan Keterampilan — akses pendidikan
berkualitas masih didominasi oleh kelompok menengah atas di
perkotaan.

3. Ketimpangan Akses terhadap Modal dan Teknologi — pelaku
usaha mikro dan kecil seringkali tidak memiliki akses terhadap
pembiayaan formal maupun adopsi teknologi digital.

4. Kebijakan Fiskal yang Belum Progresif — sistem pajak dan
subsidi yang belum sepenuhnya mendorong redistribusi
pendapatan secara efektif.
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5. Perbedaan Upah Antarwilayah — standar upah minimum regional
(UMR) mencerminkan kesenjangan produktivitas dan biaya hidup
yang tajam antarprovinsi.

Bab Il. Kebijakan Fiskal dan Redistribusi Pendapatan
2.1. Pajak sebagai Instrumen Redistribusi

Dalam kerangka kebijakan ekonomi makro, pajak progresif merupakan
instrumen utama untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Sistem
pajak yang efektif dapat melakukan redistribusi dari kelompok
berpendapatan tinggi ke kelompok berpendapatan rendah melalui:

. Pajak penghasilan progresif (PPh 21 dan 25);
. Pajak kekayaan dan properti (PBB, pajak warisan);
. Pajak barang mewah (PPnBM).

Indonesia perlu memperkuat basis pajaknya dengan memperluas tax
ratio, yang saat ini masih berkisar 10-11% terhadap PDB, jauh di bawah
rata-rata negara OECD yang mencapai 34%. Perluasan basis pajak dapat
dilakukan melalui:

 Digitalisasi sistem perpajakan;
« Penegakan hukum terhadap penghindaran pajak;

+ Integrasi data ekonomi digital untuk memajaki ekonomi baru
seperti e-commerce dan fintech.

2.2. Belanja Publik yang Inklusif

Kebijakan belanja pemerintah yang berpihak pada masyarakat miskin
dan daerah tertinggal merupakan strategi penting untuk menurunkan
ketimpangan. Program-program seperti Bantuan Langsung Tunai
(BLT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan
Program Keluarga Harapan (PKH) telah berkontribusi terhadap
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peningkatan kesejahteraan. Namun, efektivitasnya seringkali terbatas
oleh masalah akurasi sasaran, korupsi birokrasi, dan koordinasi lintas
kementerian.

Pendekatan baru yang lebih produktif adalah belanja sosial bersyarat
(conditional cash transfer) yang dikaitkan dengan peningkatan
produktivitas jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan
keterampilan kerja.

Selain itu, investasi publik dalam infrastruktur dasar—seperti irigasi,
listrik, jalan desa, dan konektivitas digital—akan memperkuat daya saing
daerah tertinggal serta membuka akses pasar bagi UMKM.

2.3. Desentralisasi Fiskal dan Pemerataan Wilayah

Desentralisasi fiskal yang efektif dapat mengurangi kesenjangan
antardaerah jika disertai kapasitas manajerial dan transparansi yang
memadai di tingkat daerah. Pemerintah pusat perlu memperkuat sistem
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar
lebih berbasis pada indikator kebutuhan (need-based allocation), bukan
sekadar formula politik. Dengan demikian, daerah dengan tingkat
kemiskinan tinggi, infrastruktur rendah, dan ketimpangan akses layanan
dasar dapat memperoleh porsi yang lebih besar.

Bab lll. Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi Inklusif
3.1. Peran Bank Sentral dalam Distribusi Kesejahteraan

Kebijakan moneter pada dasarnya bertujuan menjaga stabilitas harga
dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, dalam konteks
ketimpangan pendapatan, kebijakan moneter juga memiliki dimensi
sosial. Inflasi yang tinggi secara tidak proporsional merugikan
masyarakat berpendapatan rendah karena daya beli mereka terkikis lebih
cepat. Oleh karena itu, pengendalian inflasi yang stabil di bawah 4%
sangat penting untuk melindungi kesejahteraan masyarakat miskin.
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Selain itu, kebijakan suku bunga dan akses kredit memiliki efek
distribusi. Suku bunga tinggi membatasi investasi dan akses pembiayaan
bagi UMKM. Maka, strategi inklusi keuangan menjadi kunci. Bank
Indonesia dan OJK dapat memperluas program seperti:

« Kredit Usaha Rakyat (KUR);

« Pembiayaan syariah mikro;

. Digital banking dan fintech inklusif.
3.2. Inklusi Keuangan dan Akses Modal

Data OJK (2024) menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia telah
mencapai 87%, tetapi masih ada kesenjangan antara wilayah perkotaan
(94%) dan pedesaan (76%). Untuk mengurangi ketimpangan
pendapatan, inklusi keuangan harus disertai dengan literasi keuangan
dan pengembangan ekosistem usaha kecil. Digitalisasi keuangan
dapat mendorong produktivitas UMKM, terutama melalui platform
pembayaran digital, pembiayaan peer-to-peer (P2P lending), dan
marketplace berbasis teknologi.

3.3. Kebijakan Nilai Tukar dan Stabilitas Harga

Nilai tukar rupiah yang stabil menciptakan kepastian ekonomi bagi
pelaku usaha. Depresiasi berlebihan dapat meningkatkan harga barang
impor, sementara apresiasi terlalu tinggi menghambat daya saing
ekspor. Maka, kebijakan nilai tukar yang flexible managed (dikelola
fleksibel) dengan intervensi terukur menjadi penting dalam menjaga
keseimbangan antara stabilitas makro dan daya saing sektor riil.

Bab IV. Kebijakan Ketenagakerjaan dan Peningkatan Produktivitas
4.1. Struktur Pasar Tenaga Kerja di Indonesia

Pasar tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh sektor informal,
mencapai lebih dari 55% dari total angkatan kerja. Rendahnya
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produktivitas sektor ini merupakan salah satu penyebab utama
ketimpangan pendapatan. Upah di sektor informal cenderung stagnan
dan tidak diatur oleh kebijakan perlindungan ketenagakerjaan formal.

4.2. Reformasi Upah Minimum dan Jaminan Sosial

Kebijakan upah minimum perlu diarahkan agar tidak hanya
mencerminkan kebutuhan hidup layak, tetapi juga produktivitas regional.
Pemerintah dapat memperkuat mekanisme tripartit antara pemerintah,
pengusaha, dan serikat pekerja untuk menentukan formula upah yang
adil dan adaptif.

Selain itu, perluasan jaminan sosial universal melalui BPJS Kesehatan
dan Ketenagakerjaan penting untuk melindungi kelompok rentan dari
risiko ekonomi seperti PHK, kecelakaan kerja, dan kemiskinan ekstrem.

4.3. Pendidikan dan Pelatihan Vokasional

Keterampilan tenaga kerja menentukan produktivitas dan daya saing.
Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan vokasional dan reskilling
digital menjadi bagian integral dari strategi pengurangan ketimpangan.
Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan dunia industri (DUDI)
dan lembaga pelatihan untuk memastikan keterampilan sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja.

Bab V. Perdagangan dan Integrasi Ekonomi sebagai Motor
Pemerataan

5.1. Perdagangan Domestik dan Konektivitas Wilayah

Ketimpangan antarwilayah dapat dikurangi melalui peningkatan
perdagangan antar-daerah. Pembangunan infrastruktur transportasi
(Jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan logistik digital) menjadi

kunci menghubungkan pusat produksi di daerah tertinggal dengan pasar
nasional. Hal ini tidak hanya menurunkan biaya logistik, tetapi juga
meningkatkan nilai tambah produk daerah.
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5.2. Perdagangan Internasional dan Akses Pasar Global

Kebijakan perdagangan luar negeri juga harus berorientasi pada
keadilan ekonomi. Indonesia perlu memastikan bahwa liberalisasi
perdagangan tidak hanya menguntungkan kelompok eksportir besar,
tetapi juga membuka peluang bagi UMKM eksportir baru melalui
dukungan pembiayaan, sertifikasi, dan digitalisasi ekspor.

Bab VI. Reformasi Struktural untuk Ekonomi yang Lebih Merata
6.1. Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif

UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan menyumbang lebih
dari 60% terhadap PDB nasional. Namun, kontribusinya terhadap ekspor
dan inovasi masih rendah. Pemerintah perlu memperkuat ekosistem
UMKM melalui:

« Akses modal berbasis digital;
« Pendampingan bisnis dan inovasi produk;
« Insentif pajak bagi startup di daerah;

« Integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri besar (industrial
clustering).

6.2. Reformasi Pertanahan dan Pertanian Inklusif

Distribusi lahan yang timpang menjadi sumber ketidakadilan struktural.
Program reforma agraria dan sertifikasi tanah harus dilanjutkan untuk
meningkatkan kepastian hak kepemilikan petani kecil. Disertai dengan
teknologi pertanian modern, sistem irigasi cerdas, dan akses pasar,
sektor ini dapat menjadi motor pemerataan pedesaan.

Bab VII. Digitalisasi, Inovasi, dan Ekonomi Baru

10
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Transformasi digital memiliki potensi besar untuk mempersempit
ketimpangan. Namun, tanpa kebijakan yang inklusif, digitalisasi justru
bisa memperlebar kesenjangan. Oleh karena itu, perlu strategi digital
equality, seperti:

o Infrastruktur internet di desa;

. Literasi digital nasional;

« Dukungan bagi ekonomi platform lokal;
« Perlindungan pekerja gig economy.

Digitalisasi juga membuka peluang ekonomi baru, termasuk ekonomi
hijau dan ekonomi sirkular, yang dapat menyerap tenaga kerja baru
dan mengurangi ketimpangan struktural antarwilayah.

Bab VIII. Tantangan dan Prospek ke Depan

Kebijakan ekonomi makro Indonesia masih menghadapi beberapa
tantangan utama:

1. Keterbatasan fiskal untuk pembiayaan sosial.
2. Ketergantungan terhadap sektor komoditas primer.

3. Ketimpangan antarwilayah yang berakar pada sejarah
pembangunan.

4. Disparitas teknologi dan pendidikan.

Namun, peluang ke depan sangat besar jika Indonesia mampu
mengarahkan kebijakan ekonominya ke arah pertumbuhan yang
inklusif dan berkelanjutan. Kombinasi antara kebijakan fiskal progresif,
moneter inklusif, serta transformasi struktural berbasis digital dan hijau
akan memperkuat fondasi ekonomi yang adil dan resilient.

11
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Refleksi dan Diskusi

Pengurangan ketimpangan pendapatan bukan semata masalah ekonomi,
tetapi juga persoalan moral dan sosial. Pembangunan yang sejati
menuntut keseimbangan antara efisiensi dan keadilan, antara
pertumbuhan dan pemerataan. Dalam kerangka etika pembangunan,
kebijakan ekonomi makro harus memanusiakan manusia, menciptakan
ruang partisipasi bagi semua warga negara untuk menikmati hasil
kemajuan.

Dengan demikian, agenda ekonomi Indonesia ke depan tidak boleh
hanya berfokus pada peningkatan angka PDB, melainkan juga pada
kualitas pertumbuhan, kesejahteraan merata, dan pemberdayaan
ekonomi rakyat. Prinsip “no one left behind” dari SDGs harus menjadi
jiwa dari setiap kebijakan ekonomi nasional.

Glosarium Singkat

Istilah Pengertian

Rasio Gini Ukuran ketimpangan pendapatan dalam suatu
negara.

Desentralisasi Pelimpahan wewenang keuangan dari pemerintah

Fiskal pusat ke daerah.

KUR Kredit Usaha Rakyat, program pembiayaan mikro

pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi yang melibatkan seluruh

Ekonomi Inklusif ,
lapisan masyarakat.

Model ekonomi yang berfokus pada daur ulang dan

Ekonomi Sirkular =~
efisiensi sumber daya.

12
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Istilah Pengertian

Redistribusi kepemilikan tanah untuk pemerataan

Reforma Agraria :
ekonomi.

Akses masyarakat terhadap produk dan layanan

Inklusi K
nidtist Retangan keuangan formal.
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ECONOMIC EQUITY
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Berikut bagian Refleksi dan Diskusi untuk artikel “Kebijakan Ekonomi
Makro untuk Mengurangi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia” —
disusun dalam gaya reflektif-akademik dengan fokus pada makna
kebijakan, konteks sosial, serta arah etis dan strategis pembangunan
ekonomi Indonesia.
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Refleksi dan Diskusi:
Jalan Menuju Keadilan Ekonomi di Indonesia

Pendahuluan: Ketimpangan sebagai Cermin Pembangunan yang
Belum Tuntas

Pembangunan ekonomi yang hanya diukur dari pertumbuhan Produk
Domestik Bruto (PDB) seringkali menimbulkan paradoks. Pertumbuhan
bisa tinggi, tetapi kesejahteraan tidak selalu dirasakan secara merata.
Dalam konteks Indonesia, paradoks ini tampak jelas: perekonomian
tumbuh stabil di atas 5% per tahun, namun ketimpangan pendapatan
tetap tinggi. Pertanyaan mendasarnya bukan hanya seberapa besar
ekonomi tumbuh, melainkan untuk siapa pertumbuhan itu terjadi.

Refleksi terhadap ketimpangan pendapatan menuntut kita melihat
kembali tujuan dasar ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam
Pembukaan UUD 1945, yakni untuk “memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Artinya, kebijakan ekonomi tidak
boleh hanya mengejar akumulasi kapital atau efisiensi pasar, tetapi juga
harus berpihak pada kemanusiaan, keadilan, dan pemerataan.

Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi ekonomi, ketimpangan tidak
hanya bersifat vertikal antara kaya dan miskin, tetapi juga horizontal
antarwilayah, antar sektor, dan bahkan antargenerasi. Tantangan bagi
Indonesia adalah bagaimana mengubah struktur ekonomi yang timpang
menjadi sistem yang inklusif, produktif, dan adil—sebuah ekonomi yang
berkeadilan (equitable economy), bukan sekadar ekonomi yang tumbuh
(growing economy).

1. Dimensi Etis dan Moral dalam Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan ekonomi makro, baik fiskal maupun moneter, tidak netral
secara moral. la memuat pilihan nilai—apakah berpihak pada efisiensi

15
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atau pemerataan, pada pemilik modal atau pekerja, pada pusat atau
daerah, pada generasi kini atau masa depan.

Jika kebijakan pajak dirancang tanpa progresivitas, maka ia
memperbesar jurang kekayaan. Jika inflasi dibiarkan tanpa kontrol, yang
paling menderita adalah kelompok miskin. Jika subsidi energi lebih
banyak dinikmati oleh kalangan atas, maka terjadi distorsi moral dalam
distribusi kesejahteraan publik.

Karena itu, ekonomi tidak bisa dipisahkan dari etika publik. Joseph
Stiglitz (2012) dalam The Price of Inequality menegaskan bahwa
ketimpangan ekstrem bukanlah hasil alamiah, tetapi akibat dari
kebijakan yang salah arah. Refleksi ini sejalan dengan nilai-nilai
Pancasila—terutama sila kedua dan kelima—yang menuntut keadilan
sosial dan kemanusiaan yang beradab sebagai prinsip dasar dalam
perumusan kebijakan.

Keadilan ekonomi bukan hanya persoalan angka, tetapi juga hakikat
hubungan antar manusia. Dalam ekonomi yang adil, setiap orang
dipandang bukan sekadar faktor produksi, tetapi sebagai pribadi dengan
martabat dan potensi. Maka, pengurangan ketimpangan harus dimulai
dari transformasi paradigma kebijakan: dari ekonomi efisiensi menuju
ekonomi moral dan partisipatif.

2. Analisis Struktural: Ketimpangan sebagai Masalah Sistemik

Ketimpangan di Indonesia bersifat struktural. la bukan sekadar akibat
malas-giat, pandai-bodoh, atau hemat-boros, melainkan hasil dari
struktur ekonomi dan kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok
tertentu. Struktur industri yang didominasi sektor padat modal,
keterpusatan ekonomi di Pulau Jawa, serta konsentrasi kepemilikan aset
produktif adalah faktor kunci yang memperdalam jurang kesejahteraan.

Dalam konteks makro, Indonesia menghadapi apa yang disebut dual
economy—sebagaimana dijelaskan oleh W. Arthur Lewis (1954)—yakni

16
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coexistensi antara sektor modern berproduktivitas tinggi (industri,
keuangan, teknologi) dan sektor tradisional berproduktivitas rendah
(pertanian subsisten, sektor informal). Perpindahan tenaga kerja dari
sektor tradisional ke modern seharusnya meningkatkan pendapatan,
tetapi dalam kenyataannya, mobilitas sosial tersebut tidak cukup kuat
karena keterampilan, pendidikan, dan akses modal masih timpang.

Refleksi struktural ini membawa kita pada kesimpulan bahwa
pengurangan ketimpangan tidak cukup dilakukan melalui bantuan sosial
semata, tetapi memerlukan transformasi ekonomi jangka panjang—
melalui reformasi agraria, industrialisasi inklusif, dan digitalisasi yang
merata. Ini berarti negara harus memainkan peran aktif sebagai “agent of
inclusion”, bukan sekadar regulator pasar.

3. Peran Negara: Dari Intervensi menuju Kolaborasi Inklusif

Dalam era neoliberal, negara sering ditekan untuk menarik diri dari
pasar. Namun, krisis keuangan global dan pandemi COVID-19
menunjukkan bahwa tanpa peran negara yang kuat, ketimpangan
akan memburuk. Pemerintah perlu hadir bukan sebagai pengendali
tunggal, tetapi sebagai mitra kolaboratif dalam menciptakan ekosistem
ekonomi yang adil.

Kebijakan fiskal yang progresif dan transparan menjadi kunci. Penerapan
pajak karbon, pajak kekayaan, atau pajak warisan, misalnya, dapat
menjadi instrumen redistribusi baru untuk mendanai layanan publik
berkualitas. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada integritas
institusi dan sistem administrasi pajak digital yang kuat.

Negara juga berperan dalam menjembatani kesenjangan antarwilayah
melalui kebijakan fiskal berbasis kebutuhan (need-based fiscal transfer).
Program Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus di Papua adalah contoh
kebijakan yang, jika dikelola dengan baik, dapat memperkuat
pemerataan pembangunan daerah. Namun, transparansi dan
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akuntabilitas tetap menjadi syarat utama agar kebijakan redistribusi tidak
berubah menjadi praktik patronase politik.

4. Keadilan Antargenerasi: Perspektif Ekonomi dan Etika

Ketimpangan juga memiliki dimensi antargenerasi. Ketika kebijakan
ekonomi tidak memperhatikan keberlanjutan, maka generasi mendatang
menanggung beban. Misalnya, eksploitasi sumber daya alam tanpa
konservasi lingkungan menyebabkan generasi berikutnya kehilangan
basis ekonomi. Utang publik yang tidak dikelola dengan bijak akan
membebani fiskal masa depan.

Dalam perspektif etika pembangunan, setiap kebijakan ekonomi harus
menjawab pertanyaan moral: Apakah keputusan hari ini adil bagi mereka
yang belum lahir? Konsep “keadilan antargenerasi” (intergenerational
justice) menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi saat ini
dan pelestarian sumber daya masa depan. Prinsip ini sejalan dengan arah
pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals — SDGs), di
mana kesejahteraan hari ini tidak boleh mengorbankan hak generasi
esok.

Oleh karena itu, kebijakan makroekonomi harus memperkuat investasi
pada modal manusia (human capital), modal sosial (social trust), dan
modal ekologis (environmental capital)—tiga pilar yang memastikan
keberlanjutan dan keadilan lintas generasi.

5. Transformasi Digital dan Risiko Ketimpangan Baru

Revolusi Industri 4.0 dan penetrasi kecerdasan buatan (Al) menciptakan
peluang sekaligus ancaman terhadap ketimpangan. Di satu sisi,
digitalisasi memperluas akses terhadap pendidikan, keuangan, dan
peluang usaha. Di sisi lain, ia menciptakan digital divide antara mereka
yang memiliki akses teknologi dan mereka yang tertinggal.
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Kebijakan ekonomi makro ke depan harus menempatkan digital
inclusion sebagai prioritas nasional. Program literasi digital,
pengembangan talenta Al lokal, serta insentif bagi startup daerah dapat
menjadi jembatan bagi masyarakat akar rumput untuk berpartisipasi
dalam ekonomi digital. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya
menjadi alat efisiensi, tetapi juga sarana keadilan.

Salah satu refleksi penting adalah bahwa teknologi harus
dimanusiakan. Ketika Al, robotika, dan otomasi menggantikan
pekerjaan manual, negara harus memastikan adanya reskilling dan
upskilling besar-besaran. Ekonomi digital tanpa kebijakan sosial yang
adaptif hanya akan mempercepat polarisasi ekonomi.

6. Pemberdayaan UMKM sebagai Pilar Pemerataan

Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan
kebijakan redistribusi yang paling strategis dan berkelanjutan. UMKM
tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga menjadi motor sosial di
tingkat komunitas. Dengan memperkuat UMKM, negara tidak hanya
menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menumbuhkan sense of
ownership di kalangan masyarakat.

Namun, refleksi terhadap kebijakan UMKM menunjukkan bahwa selama
ini banyak program bersifat top-down dan birokratis. Yang dibutuhkan
adalah pendekatan bottom-up, di mana kebijakan dirancang berdasarkan
kebutuhan riil pelaku usaha. Misalnya, pelatihan digital marketing,
sertifikasi halal, dan akses ekspor harus disesuaikan dengan konteks
lokal.

Lebih jauh, pemberdayaan ekonomi lokal dapat dilakukan dengan
prinsip community-based economic empowerment seperti Mapalus di
Minahasa atau Gotong Royong dalam tradisi nusantara—model sosial-
ekonomi yang menekankan solidaritas, kolaborasi, dan kepemilikan
bersama.
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7. Ekonomi Hijau dan Keadilan Sosial: Menyatukan Dua Agenda

Krisis iklim dan degradasi lingkungan menuntut paradigma baru dalam
kebijakan ekonomi makro. Pertanyaan reflektifnya: bagaimana
menciptakan pertumbuhan ekonomi tanpa memperdalam ketimpangan
dan tanpa merusak bumi?

Kebijakan ekonomi hijau (green economy) menawarkan jawabannya.
Melalui investasi energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan inovasi
sirkular, negara dapat menciptakan lapangan kerja baru sekaligus
menurunkan emisi karbon. Sektor seperti energi surya, pengelolaan
sampah, dan pertanian berkelanjutan dapat menjadi green ladder bagi
masyarakat miskin untuk naik kelas ekonomi.

Namun, transisi hijau juga berpotensi menciptakan ketimpangan baru
jika tidak diatur secara adil—misalnya antara daerah kaya energi fosil
dengan daerah penghasil energi terbarukan. Karena itu, perlu ada
mekanisme kompensasi sosial dalam kebijakan transisi energi, agar
perubahan menuju ekonomi hijau tidak mengorbankan pekerja dan
masyarakat rentan.

8. Dimensi Sosial: Kepercayaan, Kelembagaan, dan Partisipasi

Ketimpangan pendapatan tidak hanya terkait ekonomi, tetapi juga
modal sosial—yakni tingkat kepercayaan, solidaritas, dan partisipasi
publik. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah cenderung
memiliki ketimpangan tinggi karena institusi publik tidak dipercaya,
sehingga pajak dihindari dan redistribusi gagal.

Refleksi kebijakan menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi inklusif
tidak bisa dilepaskan dari governance yang baik (good governance).
Transparansi anggaran, partisipasi warga dalam perencanaan
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pembangunan, serta pemberantasan korupsi adalah fondasi moral dari
kebijakan ekonomi yang adil.

Konsep “Four-Eyes Principle” dalam tata kelola keuangan publik—di
mana setiap keputusan penting harus melalui pengawasan ganda—
dapat diadaptasi dalam kebijakan fiskal untuk mencegah
penyalahgunaan dana sosial. Tanpa integritas kelembagaan, kebijakan
redistribusi hanya menjadi slogan.

9. Refleksi Filosofis: Dari Efisiensi Menuju Empati

Ketimpangan adalah masalah moral sebelum menjadi masalah ekonomi.
Maka, solusi sejatinya memerlukan transformasi kesadaran kolektif.
Ekonomi yang berorientasi pada empati akan menempatkan manusia
sebagai pusat dari semua kebijakan (human-centered economy).

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal
Ika, dan semangat gotong royong harus menjadi fondasi ideologis
kebijakan makroekonomi. Prinsip “Si Tou Timou Tumou Tou" dari Sam
Ratulangi—manusia hidup untuk memanusiakan orang lain—dapat
menjadi panduan moral bahwa pertumbuhan ekonomi yang sejati
adalah ketika setiap orang berkontribusi dan mendapatkan manfaat
secara bermartabat.

Kebijakan yang berkeadilan adalah kebijakan yang memanusiakan
manusia, bukan sekadar menstabilkan angka. Di sinilah makna dari The
Moral Arc of Economic Equity — From Growth — Redistribution —
Inclusion - Empowerment — Justice: pertumbuhan harus diarahkan,
pendapatan harus didistribusi, masyarakat harus diikutsertakan, individu
harus diberdayakan, dan akhirnya keadilan harus ditegakkan.
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10. Jalan Ke Depan: Strategi Ekonomi yang Berkeadilan dan
Berkelanjutan

Untuk membangun Indonesia yang lebih setara, refleksi kebijakan harus
diwujudkan dalam tindakan konkret. Beberapa arah kebijakan strategis
yang perlu diperkuat antara lain:

1.

Reformasi Pajak Progresif dan Digitalisasi Fiskal.

Pajak digital, pajak karbon, dan peningkatan kepatuhan pajak
korporasi besar menjadi langkah penting dalam mendanai
program sosial.

Investasi pada Pendidikan dan Keterampilan Generasi Muda.
Program reskilling dan vocational training harus menjadi prioritas
agar generasi muda mampu beradaptasi dengan ekonomi digital
dan hijau.

Penguatan UMKM dan Ekonomi Daerah.
Pendekatan cluster-based dan digital supply chain integration dapat
meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM lokal.

Kebijakan Moneter Inklusif.

Inklusi keuangan digital harus disertai dengan edukasi finansial
agar masyarakat mampu mengelola risiko dan investasi secara
bijak.

Pembangunan Sosial dan Lingkungan yang Terpadu.

Indikator keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari PDB, tetapi
juga dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks
Ketimpangan Gender (Gll), dan Indeks Ketahanan Ekologi (EPI).

Penutup: Menuju Ekonomi Keadilan dan Martabat

Pada akhirnya, kebijakan ekonomi makro yang efektif untuk mengurangi
ketimpangan harus berpijak pada visi moral tentang bangsa yang adil
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dan sejahtera. Ekonomi tidak boleh menjadi alat penindasan, tetapi harus
menjadi sarana pemerdekaan manusia.

Indonesia memiliki semua potensi untuk mewujudkannya: sumber daya
alam melimpah, tenaga kerja muda kreatif, dan warisan nilai-nilai sosial
yang kuat. Tantangan sesungguhnya bukan pada kekurangan sumber
daya, tetapi pada keberanian untuk mengubah arah kebijakan—dari
sekadar mengejar pertumbuhan menuju menciptakan pemerataan.

Refleksi ini mengajak kita untuk melihat ekonomi bukan sebagai
kumpulan angka, tetapi sebagai cermin keadilan sosial. Sebab, hanya
bangsa yang adil yang akan benar-benar makmur.

“The moral arc of the universe is long, but it bends toward justice.” —
Martin Luther King Jr.

Begitu pula dengan ekonomi Indonesia: busurnya panjang, tetapi
dengan komitmen kebijakan yang berkeadilan, ia akan melengkung
menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“The Moral Arc of Inclusive Growth — From Awareness — Policy —
Action — Empowerment — Equity”
RudyCT Academic Series 2025
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